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BUPATI PACITAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2020, perlu, menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3852);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

il.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah {Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambhan
Lembaran Negara Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum {(Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614};
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasi
Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017
tentang Penggunaan Pemantauan dan evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7},

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016-2027 (Lembaman Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2016 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2017 Nomor 3);’

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun
2020 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun Anggaran 2020 {Lembaran Daerah Kabupaten
Pacitan Tahun 2020 Nomor 6);

Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatarn dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2019 Nomor 80) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun
2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020
Nomor 59);

Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020 {Lembaran Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 73} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor
76);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:
1. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah Rp 168.459.638,378,38
Dana Perimbangan Rp 1.106.069.120.350,00
Lain -lain Pendapatan Rp 350.102.270.061,00

a.
b.

C.

Yang Sah

Jumlah Pendapatan " Rp 1.624.631.028.789,38



2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1)
2)
3)
4)
o)

6)
7)

8)

Belanja Pegawai Rp
Belanja Bunga Rp
Belanja Subsidi Rp
Belanja Hibah Rp
Belanja Bantuan Rp
Sosial

Belanja Bagi Hasil Rp

Belanja Bantuan Rp
Keuangan

Belanja Tidak Rp
Terduga

624.056.147.994,00

87.702.988.960,00
10.749.680.534,00

5.168.064.575,00
324.351.550.299,56

28.900.614.243,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung

b. Belanja Langsung

1)
2)

3)

Belanja Pegawai Rp

Belanja Barang dan Rp
Jasa

Belanja Modal Rp

28.924.311.643,40
320.359.144.542,49

140.058.487.669,00

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp

b. Pengeluaran Rp

Jumlah Pembiayaan Netto

42.191.996.500,74
0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

1.080.629.046.605,56

489,341.943.854,89

1.570.270.990.460,45

54.360.038.328,93

42.191.996.500,74

96.552.034.829,67

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran [ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisast Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci
lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 9 - 2021

BUPATI PACITAN
ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 57
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